
SALINAT{

WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERATI KOIT, PALU
NOMOR 1 TAIIUTT 2013

TENTANG

PERT'BAIIAN ATAS PERATURAJT DAT}RAII KOTA PALUITOMOR 6 TAHI'IT 2OO8 TEr{TANq ORGANISASI DAIV TATAKERJA LEMEAGA TEI{IWS DAERAII KOTA PALU

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

b.

DEITGAN RIUIIUAT TUHAN YANCI MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

bahwa dalam rangka penataan kelembaga€rn organisasi dantata kerja lembaga leknis, .maka p";il;;nyempunla€rn
Peraturan Daerah Kota paru N.mor b r"rr.i.- 20og tentangorganisasi dan Tata Kerja Lernbaga rer<nil Daerarr KotaPalu;

bahwa berdasarkan pertimbanglan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu menetapkan peraturrn Daerah tentangPerubahan Atas peraturan Daerah Kota- F*, Nomor 6Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata rlt:. LembagaTeknis Daerah Daerah Xofa palu;

Pasal 18 Ayat (6) 
^undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia'l.ahun 1 945;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1gg4 tentangPembentukan Ko.tamadya Daerah tingkat n pJ, pembaranNegara Republik tnatnesia Tahui rci{ Nomor 38,Tambaha' Lembaran rvegara rRepublik-irraorr""i" Nomor3555);

Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentangPemerintah,an -O1gyh ( ill,t:r"t Negara RepublikIndonesia 'rbhun 2oo4 Ndm*- r2s , t"*ufi-"r, LembaranNegara Republik Indonesia I.i";, 44sr) sebagaimana terahdiubah betrerapa kali, t.rJfrl. dengan Urr-a"rrg_Undangnomor 12 Tahun 200g tentang pe*rbahan Kedua atasUndang-Undang Nomor ei rahun iOO,+ tentangPemerintah:m Dlerah (Lembaran.Negara Republik Indonesia?ahun 2oo8 N9m9r' se;-;;uur,l"r, ;;;;", NegaraRepublik Indonesia N"mo.'+a+?;:

2.

3.



Peraturan Pemerintah Nomor 4l rahun 2oor tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\ ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor sr tahun 2oo7
tentang Petunjuk Teknis penataan organisasi perangkat
laerah s;ebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor s6 Tahun 2orc tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 57tahun 2010 tentang petunjuk Teknis penatain organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah kota palu Nomor 6 Tahun 2o0g tentangorganigasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis baerah KotaPalu (Lembaran Daerah Kota palu-Nomor 6 Tahun 2oog,Tambahan Lembaran Daerah Kota palu Nomor 6);

Dengau persetuJuan Bersama

DEWAIT PERWAKILAJT RAITTAT DAERAII KOTA PALU

dan

trTALIKOTA PALU

MEMUTUSI(AIT:

Menetap&an : pERaruRArI DAERATT TE:NTANG 
'ER'BATIAII 

ATA'PERATURAITT DAERATI XOIA PNLu IVOMOR E rArrrr[ 2(X}8TEIYTAITG ORGANISASI DAil TATA ITER^IA I,EUBAGATEIINIS DA.E}RAII KOTA PAIU

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam F'eraturan Daerah Ko&r palu Nomor 6 Tahun 2oogtentang organisasi dan Terta 

_K.{t"-L.r;;;; Teknis Daerah Kota palu(Lembaran Daerah Kota pJn rvo*or 6 Tahuir 2oog, Tambahan LembaranDaerah Kota patu Nomor O1, .Uulaf, sebagai berikut :

t'ffiTHffiSj.ffff":,#i,o.h 
dan ang&a rl drhapus, eehf-ssa

Pasal 2

,?::ffi#raturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang
1. Inspelrtorat;
2. Badan perenc,
3. Badan r.p.g#.1il ;".'::trsunan 

Daerah Dan Penanarnan Modal;

4.

5.

6.

nrupmmFikr



4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Keluarga Bererrcala dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Polltlt ;
7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangal;
8. Rumah Sakit Umum Anutapura;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

1O. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintah Kelurahal;
11. Dlhapus;
12. Kantor Pemadam Kebakaran;dan
13. Kantor Perpustalaan, Arsip dan Dokumentasi.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berlkut :

Pasal 13

1. susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik, terdiri dari :

a. Badan Kesatuan Bangsa dan politik;

1.. b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub.Bagran Keuangan dan Aset;
2. Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Sub.Bagian Percncanaan Program;

c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :l. Sub. Bidang Bina Ideologi; dan
2. Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan.;

d. Bidang politik dan Kewaspadaan Nasional, membawahi :l Sub. Bidang politik; dan
2. Sub. Bidang Kewaspadaan Nasional.

e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan danEkonomi, membawrrhi:
- l. Sub. Bidang Ketaharan Seni dan Budaya;(., 2. Sub. Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi:

f. Unit pelaksana Tek:nis Daerah; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2- struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan politik, sebagaimanadimaksud pada,ayat (1), tercantum dalari lampir"r p"rit"r"" Daerahini, merupakan bagiarr tidak terpisahkan a*urn peratuiai' oaerah ini,
3. Keteatuan **"1 .tt.-.*t (l) dan ayat l2l rfihrpus, sehingga pasaf 1gbertunyi sebagai berikut : 

'

pasal lg
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

.'l!nrFl;ntl.+rrrir!4*



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Dil.etapkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTT'RA
Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Januari 2013

SEI(RETARIS DAERAII KOTA

ttd

A.UIT{UDDIIiT ATJO

LEMBARAIT DAERAII KOTA PALU TAHUN 2013 I{OMOR 1

i dengan aslinya

'ytlsta^Ikt.r (tv/bl
650805 199203 2 014

Hukum,



PENJEL,ASAN
ATAS

PERATT}RAN DA.ERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TATIUN 2013

TENTANG

PERUBAHAI{ ATAS PERATURAIT DAERAH KOTA PALU
ITOUOR 6 TAI{UN 2OO8 TENTANG ORGAITISASI DAN TATA XER^'A

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU

I. TIUUM

Dasar utama perubahan atas Peraturan Daerah Kota palu Nomor 6 Tahun
2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota palu
tentang organisasi dan tateL Kerja Lembaga Tekrris Daerah Kota palu adalah
adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk rnelakukan penyerasian dan
Rasionalisasi lrmbaga Teknis Daerah Kota I'alu Berdasarkan pasa] 5o
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2ooz tentang organisasi perangkat
Daerah.

sehubungan dengan har tersebut dan sesuai rlengan ketentuan susunanqrganisasi, formasi, tugas,. fungsi, wewenang, hak d; tewa.;itan 
-saifof 

endengan berpedoman pad:t peraturan peniirintah Nomor o t t,r.r'zototentang Satuan Polisi pamong praja dan peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 40 Tahun 2o1r tentang- pedoman organisasi oa., t"t" 
=rerja- 

satuanPolisi Pamong praja, maka berdasarkan perrikbangan t..".u.rt ai"'t1",'p.rr'penyerasian dan rasionaiisasi lembaga teknis dairah kota paru. eh.p.,,penyerasian dan rasionajisasi rembaga teknis daerah tot" p"r" y"it" gaaa.,
Kesatuan Bangsa dan politik dan Satuan polisi pamong praja.

IL PASALDEMIPASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAIIAIT LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1



LAMPIRAN
PERATURAN DAERA}I KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2OI3
TENTANG
PERUBAHAN ATAS I'ERATURAN DAERAH KOTA
PALU NOMOR 6 TAFIUN 2OO8 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KEzuA LEMBAGATEKNIS
DABRAH KOTA PALU

RANCANGAN BAGAN STRUKTRI.JR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

IABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG BINA
IDEOLOGIDAN

WAWASAN
KEBANGSAAN

BIDANG POLITIK
DAN

KEWASPADAA.N
NASIONAL

BIDANGKETAHANAN
SENI, BUDAYAV

AGAMAV
KEMASYARKATAN

DANEKONOMI

SUB BIDANG
KETAHANANSENI

DAN BUDAYA

SI]B BIDANG
KETAHANANAGAMA,
KEMASYARAKATAN

DANEKONOMI

dc'ngan aslinya
XANHUKUM,

WALIKOTA PALU,

ftd

I{USDY MASTURA

I (TVlb)
792A32074

(

(


